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Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI11/2019;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Enrekang Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang
demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada
tahapan dan jadwal pengumuman dan tanggapan/masukan masyarakat terhadap
DPS. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk :

1. Memastikan DPS diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana di papan
pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan, atau sebutan lain selama 10
(sepuluh) hari;

3. Menyebarluaskan informasi DPS melalui laman dan/atau apliksasi berbasis
teknologi informasi KPU Kabupaten Enrekang;

4. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan rekomendasi dan/atau putusan
Pengawas Pemilu atau temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran
Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

) - Ketua,

_Hamdan Hidayat, S.Pd.

_ETU:

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip
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